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ABSTRAK

MEGAWATI, 2019.Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat
Paksa, Dan Penyitaan Dalam Mengoptimalisasikan Penerimaan Pajak Pada
KPP Pratama Makassar Selatan, Karya Tulis Iimiah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh
pembimbing | H. Agus Salim HR dan pembimbing Il Saida Said.Penelitian ini
betujuan untuk menjawab permasalahan mengenai tingkat efektivitas penagihan
pajak dengan surat teguran, suratp aksa, dan penyitaan dalam
mengoptimalisasikan penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hokum normatif yang bersifat deksriptif.
Data penelitian ini meliputi data sekunder .hasil penelitian menunjukkan bahwa
penegihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan tidak efektif
dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar
Selatan. Namun ,dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa hambatan-
hambatan yang menyebabkan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.
Manfaat yang diperole hdari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban
terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan
masukan terhadap para pihak yang mengalami dan terlibat langsung dengan
judul ini.

Kata kunci :PenagihanPajak, suratTeguran, SuratPaksa, Penyitaan.



ABSTRACT

MEGAWATI, 2019. The Effectiveness of Tax Collection With Letter of
Reprimand, Forced Letters, and Confiscation in Optimizing Tax Revenue at
KPP Pratama Selatan Makassar, Scientific Writing of the Faculty of Economics
and Business of Taxation Study Program at Muhammadiyah University
Makassar. Supervised by supervisor | H. AgusSalim HR and supervisor |l Saida
Said. This study aims to address the issue of the effectiveness of tax collection
with letters of reprimand, forced letters, and confiscations in optimizing tax
revenue at the South Makassar KPP. This research is a type of normative legal
research that is descriptive. This research data includes secondary data. the
results of the study showed that tax reinforcement with letters of reprimand,
forced letters, and confiscation were not effective in optimizing tax revenue at the
Makassar South Tax Office. However, in the implementation there were still some
obstacles that caused the tax guarantor not to pay off his tax debt. The benefit
obtained from this research is to provide answers to the problems studied and
can be used as input for those who experience and are directly involved with this
title.

Keywords: Tax Collection, Letter of Reprimand, Forced Letter,
Confiscation.
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. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan
negara.Pemerintah telah menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara) untuktahun 2017.Jumlah pendapatan yang
ditargetkan pemerintah adalah sebesar Rp. 1730,3 T. Pendapatan ini
sebagian besar berasal dari pajak, yaitu sebesar Rp. 1498,9 T.
Sementara sumber pendapatan bukan dari pajak sebesar Rp. 250 T,
dan hibah sebesar Rp. 1,4 T.Indonesia menjadikan pajak sebagai
sumber pendapatan utama, lebih dari 80% pendapatan Negara
berasal dari pajak. Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam
pembangunan negara.

Pemerintah menetapkan pendapatan pajak berdasarkan
keadaan ekonomi terkini dan basis data perpajakan yang
realistis.Keadaan ekonomi yang dimaksud dapat berupa laju
pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilaitukar, dan asumsi harga minyak
mentah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka transaksi bisnis
dan penghasilan yang diterima masyarakat akan semakin tinggi pula.
Hal ini mengakibatkan pajak yang dapat diterima oleh Negara
semakin tinggi.

Reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak

telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official



assessment system menjadi self assessment system, dimana wajib
pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajaknya.Akan tetapi dalam kenyataannya,
terdapat cukup banyak wajib pajak yang dengan sengaja melakukan
kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam
melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga
menyebabkan timbulnya tunggakan pajak, maka dibutuhkan suatu
tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum
memaksa. (Irigandi.2014)

Penagihanpajak yang efektif merupakan sarana yang
tepatuntukmencapai target penerimaanpajak yang maksimal. Dalam
kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat dan mematuhi
semua peraturan perpajakan. Dikarenakan kegiatan penagihan bukan
pekerjaan mudah, pelaksanaan yang sangat sulit di lapangan, karena
harus berhadapan langsung dengan wajib pajak yang karakternya
beranekaragam. Cara melakukan penagihan pajak ada dua jenis yaitu
penagihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan
surat paksa. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka
diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita
Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya,
kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah

melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang



hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian
keluar negeri dan penyanderaan.

Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada
berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah tingginya angka
tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance)
dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak
maupun ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak.(
Tunas.2013)

Peran fiskus dalam penerimaan pajak mempunyai andil
besar sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan
membayar kewajiban perpajakan nya guna mengurangi jumlah
tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik
secara langsung mau pun tidak langsung.Untuk mengamankan
penerimaan Negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam
pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal
Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang dilindungi oleh
hokum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pelunasan utang
pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan
undang-undang ini.Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana
yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal.

Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat



Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan
jatuh  tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk
dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak.
Adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan
peran aktif dari aparatur pajak yang biasa di sebut fiskus.

Melaksanakan kegiatan penagihan tunggakan pajak dengan
surat teguran , surat paksa,dan penyitaan KPP Pratama Makassar
Selatan harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa
hasil pencapaian dari kegiatan penagihan tersebut harus sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena penagihan
pajak yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar dalam
pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditetapkan judul
penelitian ini: “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
,Surat Paksa, dan Penyitaan dalam mengoptimalisasikan

Penerimaan Pajak ( Study KPP Pratama Makassar Selatan )”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan

sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat
teguran dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak pada KPP

Pratama Makassar Selatan ?



2. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa
dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak KPP Pratama
Makassar Selatan ?

3. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan penyitaan
dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak KPP Pratama
Makassar Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan
surat teguran dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak pada
KPP Pratama Makassar Selatan.

2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan
surat paksa dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak pada
KPP Pratama Makassar selatan

3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan
penyitaan dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak pada
KPP Pratama Makassar Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
a. Sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal

melakukan penagihan pajak khususnya Surat Teguran , Surat



Paksa , dan Penyitaan agar lebih transparan atau terbuka
kepada wajib pajak mengenai penagihan pajak.

b. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan
Surat Teguran, Surat Paksa , dan Penyitaan yang dilakukan di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan serta
dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian
selanjutnya yang serupa , yang dapat menambah kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan

studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar.



[I. Tinjauan Teori

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009
tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada
pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada
Negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa  berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat .

Waluyo (2013:3) mendefinisikan pajak adalah iuran wajib
berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai
kesejahteraaan umum.

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat di
paksakaan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya
menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan

tugas Negara yang di selenggarakan pemerintah.



Dari definisi-definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pajak

memiliki unsur-unsur yaitu :

a. luran Rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak adalah Negara. luran tersebut
berupa uang (bukan barang)

b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-
undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang
langsung dapat di tunjuk
Dalam pembayaran pajak tidak dapat langsung ditunjukan
adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara
Pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi Masyarakat
luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi Anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (cregulerend)



Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial

dan ekonomi.

Contoh :

- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras.

- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang
mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem

(Mardiasmo, 2016: 9), yaitu sebagai berikut :

a. Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan
yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang
kepada fiskus

- Wajib pajak bersifat pasif

- Utang pajak timbul setelah di keluarkan surat ketetapan
pajak oleh fiskus

b. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan

yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak
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untuk  menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada wajib pajak sendiri

- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung,menyetor, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang

- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan

bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang
ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib
pajak.

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2016; 10) ada dua
ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan
adanya utang pajak), yaitu:

a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak

timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan.



2.1.5
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Ajaran ini konsisten dengan penerapan Self Assestment
System.
b. Ajaran Formil
Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul
karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus
(pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan Official
Assestment System.
Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila
terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. Pembayaran
b. Kompensasi
c. Daluwarsa
d. Pembebasan/Penghapusan
Hambatan Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:10), Hambatan terhadap
pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:
a. Perlawanan pasif
Masyarakat tidak bersedia memenuhi keajiban
perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat
disebabkan antara lain:
1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

2. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
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3. Sistem control tidak dapat dilakukan atau
dilaksanakan dengan baik
b. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan
perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus
dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara
lain :
1) Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban
pajak dengan tidak melanggar Undang — undang
2) Tax evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan
cara melangar Undang — undang namun tidak
dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat
keengganan memnuhi kewajiban perpajakannya.
2.1.6 Penagihan Pajak
Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak
adalah Undang-undang no. 19 tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku
tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan
Undang-undang no. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2001.
Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang
dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung

pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi
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seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun
pajak.

Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan
agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan
pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita
(Pasal 1langka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan
surat paksa).

Definisi  penagihan pajak menurut Soemitro
(1996:17), yaitu Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan
Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi
ketentuan  Undang-undang pajak, khususnya mengenai
pembayaran pajak yang terutang.

Sedangkan Penanggung Pajak adalah orang pribadi
atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak,
termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
Wajib Pajakmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat
dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah

Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah
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Melakukan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman
Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak
sehubungan dengan Penanggung Pajak.

Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak
yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan
Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Tindakan penagihan pajak didahului dengan Surat
Teguran yang telah diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh
tempo dari surat ketetapan pajak yaitu STP, SKPKB, SKPBT, SK
Pembetulan dan Putusan banding setelah proses berjalan Surat
Teguran berjalan maka dilanjutkan dengan menerbitkan Surat
Paksa hingga melakukan pelelangan, maka dapat digambarkan

proses penagihan dalam tabel 1:

Tabel 2.1

Proses Penagihan Pajak

Urutan| Tahapan Waktu pelaksanan Dasar hukum
kegiatan kegiatan
penagihan

Penerbitan |7 (tujuh) hari sejak saat| Pasal 8 sd 11 permenkue
surat teguran |jatuh tempo utang pajak| Nomor 24/PMK.03/2008

atau surat penganggung pajak
peringatan tidak melunasi utang
atausurat lain pajaknya

yang sejenis

Penerbitan Sudah lewat 21 (dua |(pasal 7 UU Nomor 19/2000
Surat Paksa | puluh satu) hari sejak dan pasal 15

diterbitkannya Surat _
s.d 23 peraturan mentri

teguran / surat keuangan nomor
peringatan dan 24/PMK.03/2008
penanggung pajak tidak
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melunasi utang pajak

3 Penerbitan |Setelah lewat 2x24 jam [Pasal 12 UU Nomor 19/2000
surat perintah surat paksa
melakukan | diberitahukan kepada
penyitaan | penanggung pajak dan
utang pajak belum
dilunasi

4 Pengumuman | Setelah lewat waktu 14| Pasal 26 peraturan menteri
lelang hari sejak tanggal keuangan Nomor
pelaksanaan penyitaan 24/PMK.03/2008
dan penanggung pajak
tidak melunasi utang
pajak

Sumber: Suhartono dan llyas (2011 : 80)
2.1.7 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Penerbitan surat teguran, surat peringatan, atau
surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak
sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak
berikutnya yaitu penyampain surat paksa dan sebagainya. Sesuai
pasal 8 ayat (2) UU PPSP, surat teguran / surat peringatan atau
surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak
melunasi utang pajak yang sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran. Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa
surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah
surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau

memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.1.8 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Menurut Fidel (2012;47) UU Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa (PPSP), yaitu:



a.
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Falsafah UU PPSP No. 19/2000

Menampung perkembangan sistem hukum nasional
perlunya dipertegas perolehan hak karena waris dan

hibah wasiat yang merupakan objek pajak.

Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan.

b. Tujuan perubahan UU PPSP No. 19/2000

2.1.9

Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu
menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu
dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang
mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Keputusan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan
posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.
Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan
berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan yang
menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.
Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung
pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk

mengajukan gugatan.

Penagihan Pajak dengan Penyitaan

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu

2x24 jam dapat dilakukan tindakan penyitan atas barang-
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barang Wajib Pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita
sebesar Rp 75.000.

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk
menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan
untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundan-
undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung
pajak dalam waktu 2 x 24 jam setelah diberitahukan , Pejabat
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setiap
melaksanakan penyitaan, jurursita pajak membuat berita acara
pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak,
penanggung pajak, dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan
Sita mempunyai kekuatan mengikat meskipun penanggung

pajak menolak untuk menandatanganinya,

Barang yang dapat disita berupa :

a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan
deposito berjangka, tabungan, giro, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu, obligasi, saham.
b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal
dengan isi kotor tertentu.

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung
Pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau

berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Perdilan
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Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri

Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

2.2 Kerang Konseptual

Efektifitas penagihan pajak dengan surat
teguran, surat paksa, dan penyitaan dalam
pengoptimalisasian penerimaan pajak

Utang pajak

Penagihan

dengan surat
teguran, surat Pengoptimalisasian penerimaan pajak pada
paksa ,dan Surat | me— KPP Pratama Makassar Selatan

perintah
penyitaan

A 4

Tidak efektif dalam mengoptimalkan
penerimaan pajak pada KPP Pratama
Makassar Selatan

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan
untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.
Reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah
mengalami perubahan yang cukup signifikan vyaitu official
assement system dan self assesment system. Self assesment
system, wajib pajak diberikan kepercayan penuh untuk

menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri




pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya
tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak
sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan

penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan
pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari
penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat
Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
Apabila realisasi pencarian tunggakan pajak tersebut dapat
direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan surat

paksa tersebut telah efektif.

Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran,
surat paksa, dan penyitaan maka dapat meningkatkan
penerimaan pajak, diharapkan memberikan kontribusi terhadap
pembangunan nasional. Oleh karena itu pengaruh penagihan
pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan penyitaan sangat
diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor

pajak.
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2.3 Pelaksanaan penelitian
2.3.1 Objek Penelitian dan Waktu Penelitian
Objek penelitian adalah Penagihan Pajak dengan

Surat Teguran, Surat Paksa dan penyitaan di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Makassar Selatan JI. Urip Sumoharjo km 4,
Gedung Keuangan Negara 1, diharapkan dengan
dikeluarkannya Surat Teguran dan Surat Paksa dan penyitaan
dapat meningkatkan penerimaan pajak yang belum tertagih
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan,
dengan ini kita dapat mengetahui penerimaan pajak di KPP
Pratama Makassar Selatan telah mencapai tingkat efektivitas
yang diharapkan. Penelitian ini berlangsung mulai tanggal 10

Juni 2019 sampai 10 agustus 2019.

2.3.2 Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya
jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan
penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data rasio
yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan
menggunakan jarak yang sama. berupa angka-angka.
Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa
laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak,

serta data-data lain yang terkait dengan penelitian.



b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh
merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan
dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil
penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2.3.3 Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat,

maka penulis menggunakan metode yaitu :

a) Studi Kepustakaan (library research) vyaitu bentuk
pengambilan data dengan cara membaca buku-buku
yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

b) Studi lapangan
Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh
objek penelitian yang ada di KPP Pratama Maakassar

Selatan

c) Interview atau Wawancara
Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan
wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama
Makassar Utara dan jurusita serta pihak — pihak terkait

pada seksi penagihan.

21



22

2.4 Metode Analisis Data
Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data.
Analisis data yang digunakan peneliti adalah :
1. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada
pembahasan data — data dan subjek penelitian dengan menyajikan
data — data secara sistematika dan tidak menyimpulakan hasil
penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan teknik analisis
deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio
efektivitas.Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan
efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk
mengetahui tingkat keefektivan suatu objek. Untuk menghitung
tingkat / rasio keefektivan penerbitan Surat Teguran, surat Paksa,

dan Surat Perintah Penyitaan :

- Efektivitas ST = jumlah ST yang dibayar x 100%
Jumlah ST yang diterbitkan

- Efektivitas SP = jumlah SP yang dibayar X 100%
Jumlah SP yang diterbitkan

- Efektivitas SPP = jumlah SPP yang dibayar x 100%
Jumlah SPP yang diterbitkan
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Tabel 2.2

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase Kriteria
>100% Sangat efektif
90-100% Efektif
80-90% Cukup efektif
60-80% Kurang efektif

<60% Tidak efektif

(Sumber ; Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase
yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat dan apabila

persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.



24

[1l. Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.1 Sejarah Ringkas KPP Pratama Makassar Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didirikan
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No-67/PMK.01/2008
tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil
pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan dan
Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, yang mengadministrasikan
wajib pajak di 4 kecamatan vyaitu Kec.Rappocini, Makassar,
Panakukang, dan Manggala. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar berkedudukan di Gedung Keuangan |, Jalan Urip
Sumoharjo Km.4.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan
Keputusan Direktur Jendral Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal
19 Mei, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan efektif
beroperasi dan resmi di launcing oleh Mentri Keuangan pada tanggal
9 juni 2008. Pada awal mula beroperasi Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Pjs.Kepala Kantor, 10 Pjs.
Kepala Seksi, 11 Account Representative dan 54 Pelaksanaan.

Selanjutnya dengan ketertibannya SK Mutasi untuk Eselon
IV No KEP-128/PJ/UP.53/2008 tanggal 9 Juni 2008 dan
Mutasi/pengangkatan pertama Fungsional pemeriksaan pajak serta
dengan adanya pegawai yang pensiun, maka sampai dengan

Penyelesaian Mapping ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
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Makassar Selatan terdiri dari 1 Kepala Kantor 10 Orang Kepala Seksi,
7 Fungsional Pemeriksaan Pajak, 11 Account Representative dan 48
Pelaksanaan.

Perubahan mendasari dari berlakunya system modern ini
adalah perubahan organisasi Kantor Pelayanan dari organisasi
berbasis jenis Pajak menjadi organisasi berbasis fungsi.Disamping itu,
dalam melaksanakan tugas hariannya para Pegawai telah diikat
dengan kode etik Pegawai yang ditetapkan Keputusan Mentri
Keuangan No. 222/KMK.03/2002 Dan No 506./KMK.03/2004 Tanggal
19 Oktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar para Pegawai dapat
melaksanakan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna dan
berdaya guna setra terbebas dari korupsi, Kolusi dan Neptisme (KKN)
yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan
Negara dan Sektor Pajak yang dibedakan setiap tahunnya secara
maksimal sehingga dapat mewujudkan Pemerintah yang baik (Good
Governance) dan Pemerintah yang bersih (Clean Governance).

Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan
N0.587/KMK.01/2003, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar
Selatan mempunyai tugas melaksanakan Penyuluhan, Pelayanan,
dan Pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN dan PTLL dalam
Wilayah wewenang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku.
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Visi dan Misi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

adalah :

1. Visi
“‘Menjadi Kantor pelayanan Pajak terbaik dalam Pelayanan,
terdepan dalam penerimaan, Profesional dan Dipercaya oleh
masyarakat”.

2. Misi
“Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui pelayanan prima
untuk menghimpun penerimaan Negara secara optimal
berdasarkan undang-undang perpajakan”.

Tabel 3.1
NILAI NILAl KEMENTERIAN KEUANGAN
MAKNAPERILAKU

Berfikir,berkata, 1. Bersikap jujur, tulus,
berperilaku dan dan dapat dipercaya
bertindak dengan 2. Menjaga martabat
baik dan benar dan tidak melakukan
serta memegang hal-hal tercela

teguh kode etik
dan prinsip-

prinsip moral

Bekerja  tuntas 3. Mempunyai keahlian
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dan akurat atas

dasar
kompetensi
terbaik dengan

penuh tanggung
jawab dan

komitmen yang

tinggi

dan  pengetahuan

yang luas.

4. Berkerja dengan hati

Membangun dan
memastikan
hubungan
kerjasama
internal yang
produktif  serta
kemitraan
harmonis dengan
para pemangku
kepentingan
untuk
menghasilkan
karya yang
bermanfaat dan

berkualitas

5. Memiliki

baik, saling percaya

dan menghormati

. Menemukan dan

melaksanakan

solusi terbaik

sangka
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PELAYANAN Memberikan 7. Melayani dengan
( SERVICE) layanan yang berorientasi pada
memenuhi kepuasan
kepuasan pemangku
pemangku 8. Bersikap proaktif
kepentingan dan cepat
yang dilakukan
dengan sepenuh
hati, transparan,
cepat, akurat,
dan aman
KESEMPURNAAN Senantiasa 9. Melakukan
( EXCELLENCE) melakukan perbaikan terus
upaya menerus

pembaikan di
segala  bidang
untuk  menjadi
dan memberikan

yang terbaik

10.Mengembangkan
inovasi dan

kreatifitas.

3.2 Struktur organisasi dan job description

pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut: Subbagian
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Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi
Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Ada 4 Seksi
Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi
Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak,danKelompok Jabatan Fungsional Penilai.
Deskripsi Kerja Pada Masing — Masing Bidang
1. Kepala Kantor KPP Pratama Makassar Selatan
a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan kantor
baik secara internal maupun eksternal .
b. Menyusun program kerja kegiatan kantor
c. Berkoordinasi dengan semua kepala sub bagian
d. Membuat laporan evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan secara
periodik.
2. Seksi Pelayanan
Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan
produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan
berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan
perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan
kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan

berhubungan langsung dengan Waijib Pajak melalui “ Tempat
Pelayanan Terpadu” atau biasa disingkat TPT. Tugas Pokok dari
Seksi Pelayanan adalah :

a. Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa :
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e Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

e Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

e Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan

e Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan

PPh

Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi)

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan
pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman
dokumen perpajakan, wurusan tata usaha, penerimaan
perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan

aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.

3. Tugas pokok dari Seksi PDI adalah

a.

Menyusun estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi
pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.

Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data.
Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran
informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
Melaksanakan perbaikan ( updating ).

Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan
aplikasi e-SPT dan E-Filing.

Melaksanakan kegiatan teknis oprasional komputer.

Melaksanakan penyediaan informasi perpajakan.
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i. Menyusun laporan pertanggunjawapan

4. Sub Bagian Umum

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum

mempunyai tugas pokok untuk melakukan urusan kepegawaian,
keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.Sesuai dengan uraian
tersebut Sub Bagian Umum KKP Pratama Makassar Selatan telah
menjalankan tugas-tugas utamanya untuk menunjang kelancaran
tugas menghimpun penerimaan. Sub Bagian Umum terdiri dari 3
(tiga) bagian yaitu :
e Sub Bagian Kepegawaian
e Sub Bagian Keuangan

e Sub Bagian Rumah Tangga

Tugas Pokok Sub Bagian Umum adalah :

a. Pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan
yang bukan dari Wajib Pajak.

b. Pengurusan surat-surat yang diterbitkan KKP Pratama
Makassar Selatan.

c. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.

d. Penyelengaraan Administrasi DP3, LP2P, KP4.

e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/
Lembaga ( RKA-KL)

f. Menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor.

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi |
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Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan Wajib
Pajak dan kosultasi teknis perpajakan, serta analisis kenerja Wajib
Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi. Untuk menjalankan
tugas tersebut,

e Seksi Waskon mempunyai petugas yang diangkat sebagai
Account Representative.
- Melakukan Pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka
mengamnakna penerimaan negara
e Seksi Pengawasan dan Konsultasi Il
- Melakukan Pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka
mengamnakna penerimaan negara
e Seksi Pengawasan dan Konsultasi lll & IV
- Melakukan Pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka
mengamnakna penerimaan negara
6. Seksi Pemeriksaan dan fungsional pemeriksa pajak

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan
aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak serta Administrasi pemeriksaan perpajakan
lainnya. Tugas Pokok Seksi Pemeriksaan :

a. Melakukan tugas tugas pemeriksaan atas dokumen perpajakan

7. Seksi Penagihan
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Mempunyai tugas melakukan urusan panatausahaan piutang
pajak, kegiatan penagihan aktif ( Teguran, Surat Paksa, Sita,
Pemblokiran, Lelang, pencegahan, Penyanderaan, dan penagihan
seketika dan Sekaligus), penundaan/angsuran tunggakan pajak,
usulan penghapusan piutang pajak, serta pengarsipan dokumen-
dokumen penagihan. Guna menjalankan tugas dan fungsinya Seksi
Penagihan diperkuat oleh Juru Sita Pajak Negara.

a. Melakukan kegiatan administrasi penagihan
b. Melakukan tindakan penagihan aktif seperti penyampaian Surat
Paksa, Penyitaan, Pemblokiran Rekening, dan tindakan lain

sesuai ketentuan perundangan.

. Seksi Ekstensifikasi

Mempunyai tugas melakukan pengamatan dan
panatausahaan potensi perpajakan , serta kegiatan ektensifikasi
perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ). Secara sederhana
Seksi Ekstensifikasi bertugas untuk menambah jumlah Wajib Pajak
Terdaftar apabila sudah memenuhi kewajiban subjektif maupun
objektifnya.

a. Menghimpun Penerimaan Negara melalui kegiatan

ekstensifikasi perpajakan.
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STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR S

Kepala Kantor
T Kepala Sub Bag
Umum

Pelaksana

Seksi PDI Seksi Seksi Seksi Seksi SeksiWaskon  Seksi Waskon SeksiWaskon Seksi Waskon
Pelayaran Penagihan Pemeriksaan Ekstensifikasi 1 n n w
Y T v T

L pelaksana - Pelaksana - Pelaksama L Pelaksana B AR L AR L AR | AR 4 AR

Gambar 3.1

Data Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar

Selatan pada tahun 2016

3.3 Jaringan Usaha atau Kegiatan

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu kantor
pelayanan pajak dari 3 ( tiga ) kantor pelayanan pajak di Kota
Makassar, yang mencakup 4 wilayah adaministrasi kecamatan yaitu
Rappocini , Makassar , Panakkukang ,Manggala.

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km2, dengan jumlah
penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga.
Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama
Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota

Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KKP Pratama Makassar Selatan



35

melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total
penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala
keluarga di Kota Makassar .

Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan
didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen,
disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17
persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun
demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah

satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

Peran Luas Wilayah Kecamatan di KPP
Pratama Makassar Selatan

Wakassar
Fappocini

5%
17% I ‘
Panaklkukang

32%

Manggala
4e%

Gambar 3.2
Luas Wilayah Kecamatan di KPP Pratama Makassar

Selatan
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a. Analisis Penagihan dan penerimaan pajak dengan surat teguran

pada KPP Pratama Makassar Selatan

Tindakan

penagihan  pajak

didahului

dengan

penyampaian surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang

sejenis kepada wajib pajak yang tidak kooperatif, walaupun telah

dilakukan pemanggilan dan penghimbauan untuk melunasi

tunggakan pajaknya secara persuasive, maka dilakukan tindakan

penangihan aktif yaitu dengan menerbitkan atau menyampaikan

surat teguran.

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat

teguran pada KPP Pratama Makassar Selatanmenggunakan

metode deksribtif yaitu dengan membandingkan penagihan

tunggakan pajak pada tahun yang besangkutan dengan penagihan

tunggakan pajak tahun sebelumnya.

Tabel 3.2

Penagihan pajak dengan surat Teguran pada KPP Pratama
Makassar Selatan pada tahun 2016-2017

Surat Teguran

Tahun Penerbitan Pencairan
Lembar Nominal Lembar Nominal
2016 2119 | 21.983.541.104,00 74 | 2.156.437.887,96
2017 413 | 177.853.728.957,02 43 | 6.580.901.790,00
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kenaikan/penurunan 1706 | (155.870.187.853,02) 31 | (4.424.463.902,04)

Sumber : seksi penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan Tabel 3.2jumlah penagihan pajak dengan
surat teguran pada tahun 2016 diterbitkan sebanyak 2119 lembar
dengan nilai nominal Rp 21.983.541.104,00 sedangkan jumlah
penagihan pajak dengan surat teguran yang di cairkan sebanyak
74 lembar dengan nilai nominal Rp 2.156.437.887,96 . pada tahun
2017 jumlah surat teguran yang diterbitkan sebanyak 413 lembar
dengan nilai nominal Rp 177.853.728.957,02 sedangakan jumlah
surat teguran yang dicairkan sebanyak 43 lembar dengan nilai
nominalRp 6.580.901.790,00.Berarti ada penurunan jumlah lembar
penagihan surat tagihan yang di terbitkan dari tahun 2016 ke 2017
sebanyak 1706 lembar tetapiada selisih nilai nominal yang
mengalami kenaikan sebanyak Rp 155.870.187.853,02 . dan ada
penurunan jumlah lembar tagihan yang dicairkan sebanyak 31
lembar dengankenaikan nilai nominal sebesar Rp

4.424.463.902,04.

Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran
terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan,

dapat dilihat dengan rumus :

- Efektivitas ST = jumlah ST yanq dibayar X 100%
Jumlah ST yang diterbitkan
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Tabel 3.3
Tingkat efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran terhadap

penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun ST Terbit (Rp) ST Bayar (RP) Tingkat
Efektivitas (%)

2016 2.156.437.887,96 9,8093
21.983.541.104,00

2017 6.580.901.790,00 3,7001
177.853.728.957,02

Sumber: seksi penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa penerbitan surat
teguran pada tahun 2016 di KPP Pratama Makassar Selatan
tercatat Rp 21.983.541.104,00 dan yang dibayarkan sebesar Rp
2.156.437.887,96 atau sekitar 9,81% . Berdasarkan pengukuran
efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2016 tergolong tidak
efektif karena tingkat efektivitas tidak mencapai 100%.

Pada tahun 2017 ada kenaikan penagihan pajak
dengan surat paksa sebanyak Rp 177.853.728.957,02 dan yang di
bayarkan Rp 6.580.901.790,00 atau 3,7%. Berdasarkan
pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran pada tahun 2017
tergolong tidak efektif karena tidak mencapai 100%.

Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh
surat teguran tidaak dilunasi oleh penanggung pajak , yaitu :

1. Wajib pajak lalai dalam melunasi utang pajaknya

2. Penanggung pajak tidak mampu menanggung utang pajaknya
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3. Alamat penanggung pajak telah pindah
4. Penanggung pajak tidak mengakui dengan adanya utang pajak
5. Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan
membayar sekaligus dan mengajukan keberatan atas utang
pajaknya.
6. Surat yang dikirim melalui pos tidak sampai.
b. Analisis penagihan dan penerimaan pajak dengan surat paksa
pada KPP Pratama Makassar Selatan
Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak
melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan surat
teguran , telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus ,
atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau
penundaan pembayaran pajak.
Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada
KPP Pratama Makassar dianalisis menggunakan metode deskribtif
yaitu dengan membandingkan jumlah penagihan tungakan pajak
pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan

pajak pada tahun sebelumnya.
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Tabel 3.4
Penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama
Makassar Selatan pada tahun 2016-2017

Surat Paksa

Tahun Penerbitan Pencairan

2016 2119

2017

Lembar Nominal (Rp) Lembar Nominal (Rp)

7.932.382.054,00 81 450.817.439,00

1030 154.129.565.071,64 172 | 6.766.742.551,00

Kenaikan (1089) | 146.197.183.017,64 | 91 |6.315.925.112,00

/penurunan

Sumber: seksi penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 KPP
Pratama Makassar Selatan menerbitkan 2119 Ilembar surat
penagihan pajak dengan surat paksa memiliki nilai nominal Rp
7.932.382.054,00 sedangkan jumlah surat tagihan pajak dengan
surat paksa yang dicairkan sebanyak 81 lembar dengan nilai
nominal Rp 450.817.439,00. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah
surat paksa yang di terbitkan oleh KPP Pratama Makassar Selatan
sebanyak 1030 dengan nilai nominal Rp 154.129.565.071,64 dan
jumlah surat paksa yang dicairkan atau di bayar sebanyak 172
lembar dengan nilai nominal Rp 6.766.742.551,00. Berarti ada
penurunan jumlah lembar penagihan surat paksa yang diterbitkan
sebanyak 1089 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya

mengalami kenaikan jumlah tagihan pada 2017 sebesar Rp
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146.197.183.017,64 . dan jumlah surat paksa yang dibayar juga
mengalami kenaikan sebanyak 91 lembar dengan nilai nominal Rp
6.315.925.112,00.

Untuk mengukur tingkat keefektifan pajak, hal
terpenting bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang beerapa
besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut,
efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas
dengan menggunakan surat paksa maka rumus yang digunakan

adalah sebagai berikut :

- Efektivitas SP = jumlah SP yang dibayar X 100%
Jumlah SP yang diterbitkan

Tabel 3.5
Tingkat efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak dengan

surat paksa

Tahun ST Terbit (Rp) ST Bayar (RP) Tingkat
Efektivitas (%)

2016 7.932.382.054.00 | 450.817.439,00 5,6832

2017 4,3902

154.129.565.071,64 | 6.766.742.551,00

Sumber : seksi penagihan KPP Pratama Makassar Selatan
Tabel 3.5 menunjukkan bahwa penerbitan surat paksa

pada tahun 2016 di KPP Pratama Makassar Selatan tercatat Rp
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7.932.382.054,00 dan yang dibayarkan sebesar Rp
450.817.439,00 atau sekitar 5,68% . Berdasarkan pengukuran
efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2016 tergolong tidak
efektif karena tingkat efektivitas tidak mencapai 100%.
Pada tahun 2017 ada kenaikan penagihan pajak
dengan surat paksa sebanyak Rp 154.129.565.071,64 dan yang di
bayarkan Rp6.766.742.551,00 atau 4,40%. Berdasarkan
pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran pada tahun 2017
tergolong tidak efektif karena tidak mencapai 100%.
Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencairan
tunggakan dengan surat paksa adalah :
1. Wajib pajak tidak mengakui adanya hutang pajak yang menjadi
kewajibannya
2. Wajib pajak tidak mampu lagi melunasi utang pajaknya
3. Wajib pajak mengajukan keberatan atas jumlah utang pajak yang
ada.
c. Analisispenagihan dan penerimaan pajak dengan penyitaan pada
KPP Pratama Makassar Selatan
Penyitaan terjadi apabila utang pajak tidak di lunasi
oleh penanggung pajak daalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua
puluh empat) jam setelah surat paksa di beritahukan,pejabat
menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Setiap

melaksanakan penyitaann jurusita pajak membuat berita acara



pelaksaan sita yang di tandatangani

penanggung pajak , dan saksi-saksi.

oleh
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jurusita pajak,

Setelah diterbitkannya surat paksa jika wajib pajak /

penanggung pajak tidak kooperatif maka di terbitkan surat sita

untuk melakukan penyitaan kepada penanggung pajak untuk

melunasi utangnya. Penagihan tunggakan pajak dengan surat

penyitaan pada KPP Pratama Makassar dianalisis menggunakan

metode deskribtif yaitu dengan membandingkan jumlah penagihan

tungakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan

tunggakan pajak pada tahun sebelumnya

Tabel 3.6

Penagihan pajak dengan surat perintah penyitaan pada KPP

Pratama Makassar Selatan pada tahun 2016-2017

Surat Perintah Penyitaan
Tahun Penerbitan Pencairan
Lembar Nominal (Rp) Lembar Nominal (Rp)

19.327.029.405,00 714.005.563,00

2016 23 13
17

74.292.320.258,00 7 2.735.322.745,00

2017
Kenaikan (6) 54.965.290.853,00 (6) 2.021.317.182,00
/penurunan

Sumber: seksi penagihan KPP Pratama Makassar Selatan
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Tabel 3.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 KPP
Pratama Makassar Selatan menerbitkan 23 lembar surat penagihan
pajak dengan surat sita memiliki nilai nominal Rp
19.327.029.405,00 sedangkan jumlah surat tagihan pajak dengan
surat sitayang dicairkan sebanyak 13 lembar dengan nilai nominal
Rp714.005.563,00. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah surat sita
yang di terbitkan oleh KPP Pratama Makassar Selatan sebanyak
17 dengan nilai nominal Rp 74.292.320.258,00 dan jumlah surat
sita yang dicairkan atau di bayar sebanyak 7 lembar dengan nilai
nominal Rp 2.735.322.745,00. Berarti ada penurunan jumlah
lembar penagihan surat paksa yang diterbitkan sebanyak 6 lembar
dan dilihat dari jumlah nominalnya mengalami kenaikan jumlah
tagihan pada 2017 sebesar Rp 54.965.290.853,00 . dan jumlah
surat paksa yang dibayar juga mengalami kenaikan sebanyak 6

lembar dengan nilai nominal Rp 2.021.317.182,00.

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan
efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk
mengetahui tingkatkeefektivan suatu objek. Untuk menghitung

tingkat / rasio keefektivan penerbitan Surat Paksa:

- Efektivitas SPP = jumlah SPP yang dibayar X 100%
Jumlah SPP yang diterbitkan
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Tabel 3.7

Tingkat efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak dengan

surat perintah penyitaan

Tahun ST Terbit (Rp) ST Bayar (RP) Tingkat
Efektivitas (%)

2016

19.327.029.405,00 | 714.005.563,00 36943

2017

74.292.320.258,00 | 2.735.322.745,00 |  >'0818

Sumber : seksi penagihan KPP Pratama Makassar Selatan
Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat

perintah penyitaan pada tahun 2016, penerbitan surat perintah
penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar
Selatan tercatat Rpl19.327.029.405,00 dan yang dibayar
sebesar Rp 714.005.563,00 atau sekitar 3,70%. Berdasarkan
indicator pengukuran efektivitas penerbitan suratperintah

penyitaan tahun 2016 tergolong tidak efektif.

Tahun 2017 mengalami peningkatan penerbitan surat
paksa sebanyak Rp74.292.320.258,00 dan yang dibayar

sebesar Rp 2.735.322.745,00 atau sekitar 3,68%. Berdasarkan
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indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat perintah

penyitan tahun 2011 tergolong kurang efektif.

Yang menyebabkan tidak seluruh surat perintah
penyitaan dilunasi oleh penanggung pajak adalah penanggung

pajak telah pailit.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah
diuraikan pada Bab Ill, maka penulis dapat menarik beberapa
kesimpulan yaitu:
1. Penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan
surat perintah penyitaan mengalami penurunan dari tahun 2016 ke
tahun 2017 dari segi jumlah lembar surat teguran , surat paksa,
dan penyitaan tetapi nilai nominal tunggakan pajak yang tertera
dalam surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan
mengalami kenaikan atau peningkatan.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama
Makassar Selatan tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi
jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat
teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat paksa tidak
mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui
adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi
utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan
angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak

memungkinkan jika di bayar sekaligus.



4.2 Saran
Adapun saran-saran yang penulis berikan adalah
sebagai berikut :

1. Perlu di adakan penyuluhan tentang pajak kepada
masyarakat umumnya dan wajib pajak pada khususnya
sehingga benar-benar mengerti , menyadari dan mau
melaksakana kewajiban perpajakannya dengan baik.

2. Perlu memperkuat penegakan hukum dalam kegiatan
penagihan pajak serta bekerjasama dengan pemerintah
daerah setempat dalam rangka pembentukan alamat yang
lebih jelas dan Membuat pengumuman di media cetak

maupun elektronik tentang peran penting pajak bagi negara.
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Daftar Pertanyaan Wawancara

Judul : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa,
Dan Penyitaan Dalam Mengoptimalisasikan Penerimaan Pajak Pada KPP
Pratama Makassar Selatan

|. Bagaimana pencapaian target dan realisasi penagihan pajak pada tahun
2016 & 2017 pada KPP Pratama Makassar Selatan ?

2. Apa yang menjadi penyebab sehingga tidak seluruh surat teguran dilunasi
oleh penanggung pajak ?

3. Apa yang menjadi penyebab sehingga tidak seluruh surat paksa dilunasi
oleh penanggung pajak?

4. Apa yang menjadi penyebab sehingga tidak seluruh penyitaan dilunasi
oleh penanggung pajak ?

5. Jika dilihat dari data yang saya dapatkan , ada kenaikan nilai nominal
penagihan pajak dari tahun 2016 ke tahun 2017 tetapi jumlah lembar
penagihan mengalami penurunan . apa yang melandasi hal itu terjadi ?

6. Dari data yang saya dapatkan , apa yang menyebabkan jumlah penerbitan
surat teguran pada tahun 2016 dan jumiah surat paksa yang diterbitkan
pada tahun 2016 bernilai sama yaitu sebanyak 2119 lembar ?

7. Menurut narasumber , bagaimana keefektifan pengunaan penangihan
dengan surat teguran , surat paksa , dan surat perintah penyitaaan dalam

mengoptimalisasikan penerimaan pajak ?



